
BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR 26 TAHUN 2021 

TENTANG 

SALINAN 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUG MAS 
NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN 

DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA 

Menimbang 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

a. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 termasuk adanya perubahan alokasi dana desa 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 
Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu 
dilakukan penyesuaian jumlah dan rincian alokasi 
dana desa; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 
96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
sebagaimana telah d iubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, Pengalokasian dan 
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan 
Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021; 



Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten.tang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Lentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten.tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerin tah Norn or 11 Tahun 
2019 ten.tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 6321); 

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2094); 

9. Peraturan Mente1i Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 
201 7 ten tang Kode dan Data Wilayah Administrasi 
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 7 Nomor 1955) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 
201 7 ten tang Kode dan Data Wilayah Administrasi 
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1327); 

10. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
611); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2016 Nomor 231, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 
231.a); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nornor 
7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2021 Nomor 293, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 293.a); 

15. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 
2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis 
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten 
Gunung Mas (Serita Daerah Kabupaten Gunung 
Mas Tahun 2015 Nomor 334); 

16. Peraturan. Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 
2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 
Nornor 449); 



Menetapkan: 
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17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 (Serita Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2021 Nomor 567); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2021. 

PASAL I 

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 
2021 Ten.tang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi 
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunung 
Mas Tahun 2021 Nomor 558) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 3 

(1) ADD dia1okasikan setiap tahun anggaran paling sedikit sebesar 10% 
(sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima 
Kabupaten Gunung Mas dalam APBD setelah dikurangi Dana 
Alokasi Khusus. 

(2) Penerimaan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), berdasarkan perhitungan realisasi penerimaan Dana Alokasi 
Umum (DAU) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021 dari 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung 
Mas. 

(3) Pengalokasian pagu ADD yang dianggarkan bagi Pemerintah Desa 
se-Kabupaten Gunung Mas pada APBD Kabupaten Gunung Mas 
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.57.038.530.177,- (Lima Puluh 
Tujuh Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu 
Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). 

(4) Rincian Pagu ADD tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasalll 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Gunung Mas. 

Ditetapkan di Kuala Kurun 
pada tanggal, 1 Desember 2021 

BUPATI GUNUNG MAS, 

TTD 

JAYA SAMAYA MONONG 

Diundangkan di Kuala Kurun 
pada tanggal, 1 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS, 

TTD 

YANSITERSON 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 568 

Salinan Sesuai dengan aslinya 

:ai~:3ITO, SB 
Pe ina (IV/ a) 

NIP. 19700617 200501 1 007 


